Utang Luar Negeri Indonesia
Naik 2,7 Persen jadi 408,6
Miliar Dolar AS, BI: Masih
Terkendali
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ORINEWS.id -Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal
II-2024 tercatat sebesar 408,6 miliar Dolar AS, naik 2,7
persen secara tahunan.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2
persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) mengatakan, peningkatan tersebut bersumber
dari ULN sektor publik maupun swasta.

Dalam siaran pers Kamis (15/8), BI menegaskan bahwa posisi ULN
tersebut masih terkendali seiring dengan komitmen pemerintah
dan sektor swasta dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok
dan bunga utang secara tepat waktu.

“Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2024 tetap
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terkendali,” ujar Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin
Haryono dalam keterangan resmi di website BI.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, kata Erwin.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen serta
didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7
persen dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank
Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam
pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus
dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,”
jelas Erwin.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup
Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari
total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan,
dan Jaminan Sosial Wajib (18,8 persen, Jasa Pendidikan (16,8
persen), Konstruksi (13,6 persen), serta Jasa Keuangan dan
Asuransi (9,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir
seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa
mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.



